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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERALIHAN AKAD  

MUR@ABAH~AH KE MUD@~ARABAH AKIBAT KREDIT MACET  

DI BMT MUDA SURABAYA 

 

A. Analisa Terhadap Proses Peralihan Akad 

Dalam terjadinya peralihan akad ini karena ada suatu kendala yang tidak dapat 

diselesaikan oleh nasabah dalam hal melunasi cicilannya. Sebelum terjadinya 

peralihan akad yakni akad awal adalah Mura@bah~ah, di mana akad Mura@bah~ah 

yang dilaksanakan oleh BMT-MUDA merupakan akad yang pengambilan 

keuntungannya sudah diperjanjikan diawal akad. Artinya pihak BMT tidak dapat 

memperbaharui keuntungan jika itu terjadi pada barang yang dimurabahahkan 

mengalami pengembangan (menghasilkan sesuatu). Jika hal yang demikian 

dilakukan, maka pengambilan keuntungan tidak diperbolehkan. Sebagaimana 

yang telah difatwakan oleh MUI dalam fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 

pada ketentuan umum Mura@bah~ah dalam bank syariah angka enam (6) yang 

berbunyi:
1
 

“Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan 

harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank 

harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut 

biaya yang diperlukan”. 
                                                           
1
 DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Murabahah, 23. 
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Dengan demikian usaha apapun yang dilakukan pihak bank untuk mengambil 

keuntungan dalam bermurabahah itu tidak boleh. Kecuali keuntungannya itu 

sudah ditetapkan diawal akad. 

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa : 

1. penjual dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi pembeli 

yang tidak bisa melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan 

waktu disepkati 

2. penjul dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada 

pembeli dalam akad murabahah yang telah melakukan kewajiban 

pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau pembeli yang 

mengalami penurunan kemampuan pembayaran. 

3. Besar potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas diserahkan pada 

kebijakan penjual.
2
 

Jadi bertirik tolak kepada ayat-ayat diatas yaitu jika terjadi kredit macet 

seharusnya pihak BMT membuat perjanjian baru yaitu dengan potongan 

keuntungan dari total kewajiban yang harus dibayar agas dapat meringankan 

beban nasabah atau dengan mengembalikan biaya pokok saja sehingga tidak perlu 

mengembalikan keuntungan yang disepakati diawal akad. Besar potongan tetap 

diserahkan kepada kebijakan BMT untuk meringankan beban nasabah, jadi tidak 

perlu melakukan peralihan akad cukup dengan memperbarui perjanjian untuk 

                                                           
2
 Anggota IKIP, Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, (Bandung: Fokus Media, 2010), 23. 
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pengurangan pembayaran. Hal ini dilakukan jika nasabah mengalami kredit macet 

dua sampai tiga bulan penunggakan pembayaran tetapi pihak BMT perlu 

melkakukan survey terlebih dahulu untuk mengetahui alasan nasabah terjadi 

kredit macat karena tidak sedikit nasabah yang menyalahgunkan kepercayaan 

kami untuk hal-hal yang tidak manfaat. 

 Jika dengan keringan pembayaran tersebut nasabah belum bisa melunasi 

pembayaran maka diperbolehkan pihak BMT menjual barang yang dijadikan 

jaminan untuk pelunasan hutang, jika barang yang dijual harganya melebihi 

hutang maka sisanya dikembalikan kepada nasabah begitu juga sebaliknya apabila 

penjualan lebih kecil dari sisa hutang, maka sisa hutang tetap menjadi utang 

nasabah yang harus dilunasi berdasarkan kesepakatan. Hal ini sesuai dengan pasal 

130 yang  berbunyi “Apabila hasil obyek akad murabahah melebihii sisa utang, 

maka kelebihan itu dikembalikan kepda peminjam/nasabah” dan pasal 131 yang 

berbunyi “ “Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang, maka sisa utang 

tetap menjadi utang nasabah yang harus dilunasi berdasarkan kesepakatan” dalam 

kompilasi hukum ekonomi islam.
3
 

Sebagai akibat dari tidak terpenuhinya perjanjian atau nasabah melakukan 

wanprestasi berupa tidak sanggup melunsi cicilannya, dalam pengajuan 

pembiayaan yang pertama adalah Mura@bah~ah. Maka oleh pihak BMT dialihkan 

kepada akad Mud~a@rabah. Di mana akad Mud~a@rabah merupakan akad kerjasama 

                                                           
3
 Ibid., 42 
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atas suatu usaha dengan bagi hasil yang telah disepakati dengan berbagi peran 

yakni pihak BMT sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudarib. 

Dengan kondisi kerjasama yang merupakan peralihan dari Mura@bah~ah ke 

Mud~a@rabah dan status uang Mura@bah~ah itu adalah bukan untuk modal kerja 

melainkan sebagai kebutuhan pribadi. Maka di situ uang yang buat akad kerja 

sama tidak dapat menghasilkan sesuatu. Oleh karena peralihan akad Mura@bah~ah 

tidak dapat dibenarkan jika harus di buat akad kerja sama dengan prinsip bagi 

hasil. Dijelaskan oleh MUI dalam fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

penyelesaian piutang Mura@bah~ah bagi nasabah yang tidak mampu membayar 

yaitu : 

1. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau 

melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati. 

2. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan 

3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan 

sisanya kepada nasabah 

4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang teteap 

menjadi utang nsabah 

5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya maka LKS dapat 

membebaskannya. 
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B. Analisa Terhadap Latar Belakang Peralihan Akad 

Terjadinya proses peralihan akad oleh nasabah karena tidak dapat melunasi 

cicilannya dalam tempo waktu yang telah disepakti dengan pihak BMT. Pihak 

BMT akan melakukan penyuluhan kerumah nasabah jika nasabah telat membayar 

dalam waktu dua sampai tiga bulan dengan menanyakan alasan nasabah 

melakukan kredit macet kemudian pihak BMT menyuruh nasabah untuk datang 

kekantor BMT untuk menyelessaikan kredit macet yaitu dengan langsung 

mengalihkan akad yang akad awal Mura@bah~ah menjadi Mud~a@rabah dengan alasan 

agar dapat meringankan beban nasabah yaitu nasabah hanya membayar 

keuntungan sesuai dengan yang nasabah peroleh dari dana yang dipinjamkan 

BMT padahal dana yang dipinjem untuk nasbah bukan untuk berdagang 

melainkan untuk renovasi rumah, justru tidak akan mendapatkan keuntungan apa-

apa karena dana yang dipinjam bukan untuk dikembangkan. Dalam fatwa DSN 

djelaskan tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak 

mampu membayar sesuai dengan jumlah dan waaktu yang telah disepakati yaitu : 

1. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau 

melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati. 

2. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjulan. 

3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan 

sisanya kepada nasabah. 
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4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap 

menjadi utang nasabah. 

5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat 

membebaskannya.
4
 

Dalam kompilasi hukum ekonomi islam juga dijelaskan pada bagian keempat 

ingkat janji dan sanksinya pada pasal 36 ayat (a) tidak melakukan apa yang 

dijanjikan untuk melakukannya dan ayat (c) melakukan apa yang dijanjikan tetapi 

terlambat.
5
 Dalam pasal 38 dijelaskan pihak dlam akad yang melakukan ingkar 

janji dapat dijatuhi sanksi dengan mmembayar ganti rugi, hal ini dapat dilakukan 

apabila : 

1. pihak yang melakukan ingkar janji setelah dimyatakan ingkar janj, tetap 

melakukan ingkar janji. 

2. sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dpat diberikan atau 

dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan. 

3. pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa 

perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.
6
 

Bertitik tolak pada penjelasan diatas penulis tidak sepakat jika terjadi kredit 

macet langsung dialihka akadnya karena diatas sudah dijelaskan baha pihak 

                                                           
4
 DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah 

Tidak Mampu Membayar, 27. 

5
 Anggota IKIP, Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, 41. 

6
 Ibid., 24 
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BMT bisa menjual barang yang dibuat jaminan dengan mengambil uang dari 

hasil penjualan tersebut sesuai dengan hutang nasabah dan mengembalikan sisa 

uang dari hasil pejualan jika lebih dan akan tetap menjadi beban nasabah jika 

hasil dari penjualan tersebut kurang dari hutang nasabah. Jika dari sisa hutang 

tersebut nasabah tidak mampu membayar maka BMT boleh menggugurkan 

hutangnya atau dianggap lunas. 

C. Analisa Terhadap Rukun Dan Syarat Mud~a@rabah Dan Mura@bah~ah 

Peralihan akad dari Mura@bah~ah kepada Mud~a@rabah itu mengakibatkan 

konsekuensi yang berbeda-beda. Konsekuensi yang dimaksud adalah rukun dan 

syaratnya. Di mana rukun dan syaratnya itu berbeda- beda. Rukun dan syarat 

Mura@bah~ah dan Mud~a@rabah sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II. Di sini 

yang menjadi titik tekannya adalah bahwa uang yang dijadikan untuk kerja sama. 

Sebagaimana yang dikatakan Wahbah az-Zuhaili dalam kita al-Fiqhul Islam wa 

Adilatuhu adalah:
7
 

1. Modal harus berupa uang yang masih berlaku, yaitu dinar dan dirham dan 

sejenisnya. Hal ini sebagaimana juga menjadi syarat dalam syirkah’inan. 

Maka tidak boleh melakukan Mud~a@rabah dengan modal berbentuk barang 

maupun harta bergerak dan tidak bergerak. Ini adalah pendapat mayoritas 

ulama. 

2. Besarnya modal harus diketahui. Jika besar modal tidak diketahui, maka 

Mud~a@rabah itu tidak sah, karena karena ketidak jelasan terhadap modal 

                                                           
7
 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 56. 
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menyebabkan ketidak jelasan terhadap keuntungan. Sementara penetuan 

jumlah keuntungan merupakan syarat sah Mud~a@rabah. 

3. Modal harus barang tertentu dan ada, bukan hutang. Mud~a@rabah tdak sah 

dengan utang atau modal yang tidak ada. 

4. Modal harus diserahkan pada amil (mudarib). Hal itu agar amil bisa bekerja 

dengan modal tersebut. Selain itu, karena modal tersebut adalah amanah di 

tangan amil. Maka tidak sah kecuali dengan menyerahkan padanya, yaitu 

melepaskan seperti wadiah. Mud~a@rabah tidak sah jika pemilik modal tetap 

memegang modalnya, karena tidak ada penyerahan dengan tetapnya modal di 

tangannya. 

Dalam kompilasi hukum ekonomi islam pada pasal 191 dijelaskan yaitu : 

6. Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga. 

7. modal harus diserahkan kepada pihak yang berusaha atau mud@arib. 

8. jumlah modal dalam suatu akad mudarabah harus dinyatakan dengan 

pasti.
8
 

Dalam awal akad adalah Mura@bah~ah yang tidak dapat diselesaikan cicilannya 

oleh nasabah kepada pihak BMT. Dengan demikian, nasabah dapat dikatakan 

mempunyai beban cicilan utang yang harus dilunasi. Hal ini sangat kontras 

dengan penjelasan Wahbah az-Zuhaili pada nomor 3 (tiga) dan Kompilasi 

Hukum Ekonomi Islam pada ayat (satu) di atas, yaitu modal harus barang 

                                                           
8
 Anggota IKIP, Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, 52. 
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tertentu dan bukan utang. Yang harus digaris bawahi adalah ketidakmampuan 

nasabah untuk melunasi hutangnya kepada BMT. Artinya modal yang sudah 

dijadikan akad kerja sama Mud~a@rabah itu adalah piutangnya nasabah kepada 

pihak BMT. Dengan demikian penulis tidak sepakat jika akad Mura@bah~ah 

dialihkan kepada Mud~a@rabah. Karena sesuai dengan konsep riba yang mengatakan 

riba
9
 sebagai tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua 

pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. 

Jadi jelaslah bahwa yang dimudaharabahkan BMT kepada nasabah itu adalah 

ketidakmampuan nasabah melunasi piutangnya yang berupa akad Mura@bahah di 

awal. Dan diperkuat dengan alasan peneliti sampaikan, bahwa barang yang 

dimurabahahkan di BMT-MUDA adalah untuk kegiatan pribadi saja. Bukan 

untuk kegiatan usaha. Jadi hal ini tidak relevan dengan konsep Mud~a@rabah. Dan 

yang akan dibagi hasilkan itu tidak ada (laba tidak ada sama sekali). Karena uang 

yang dijadikan akad murabahah oleh nasabah bukan untuk hal yang mendapatkan 

keuntungan sehingga jika dijadikan akad mudarabah tentu tidak akan 

mendapatkan hasil apa-apa dan hal ini juga sangat berbeda antara syarat dan 

rukun murabahah dan mudarabah. Hal ini hanya akam membuat nasabah 

memebutuhkan dana baru untuk melunasi utang dengan akad mudarabah karena 

dana yang pada akad awal sudah digunkan untuk keperluan pribadi sehingga jika 

memang ingin dialihkan ke mudarabah bukan dengan mengalihkan akad tetapi 

dengan membuat akad baru dan melakukan pembiayaan baru sehingga akan ada 

                                                           
9
 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), 11. 
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dana baru yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melunasi hutangnya. Tetapi 

disini yang harus sangat diperhatikan oleh pihak BMT Jika memberikan 

pinjaman baru kepada nasbah sering melakukan survey ketempat untuk 

mengetahui bahwa dana yang diberikan oleh pihak BMT benar-benar digunakan 

untuk pembiayaan mudarabah yaitu dengan berdagang dan memberikan hasil 

keuntungan kepada pihak BMT sesuai kesepakatan. Untuk melunasi utang yang 

pertama yang dilakukan dengan akad murabahah yaitu dengan memberikan 

keuntngan yang diperoleh untuk membayar utang kepad pihak BMT sehingga 

dengan satu usaha dapat melunasi dua akad sekaligus tanpa harus mengalihkan 

akad. 

Mura@bah~ah yang terjadi di BMT MUDA adalah pembiayaan dengan 

menggunakan uang bukan barang, hal ini oleh nasabah digunakan untuk 

kebutuhan pribadi sehingga tidak menguntungkan apa-apa bagi nasabah sehingga 

jika dibagi hasilnya tentu tidak ada. Sedangkan akad Mura@bah~ah itu sendiri adalah 

jual beli barang yang diketahui harga awal dengan keuntungan yang disepakati 

diawal akad. Perbedaan yang dilakukan BMT MUDA tentu menjadi tidak sahnya 

akad Mura@bah~ah sehingga hal itu menjadi batalnya akad. Di sini yang menjadi 

titik tekannya adalah bahwa uang yang dijadikan untuk obyek Mura@bah~ah. 

Sebagaimana yang dikatakan Wahbah az-Zuhaili dalam kita al-Fiqhul Islam wa 

Adilatuhu adalah: 
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1. menegtahui harga pertama (harga pembelian) karena jika kedua belah 

pihak ada yang tidak nmengetahui harga pembelian maka hal itu akan 

menjadi tidak sahnya akad Mura@bah~ah 

2. Mengetahui jumlah keuntungan  yaitu keuntungan yang diminta penjual 

hendaklah jelas, karena keuntungan adalah bagian dari harga barang. 

sedangkan mengetahui harga barang merupakan syarat sah akad 

Mura@bah~ah. 

3. Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang bukan uang sebab akad 

Mura@bah~ah akad jual beli yang harga asli dan keuntungan diketahui jika 

akad Mura@bah~ah bukan berupa barang akan menjadi tidak sahnya akad 

Mura@bah~ah.
10

 

Bertitik tolak pada nomer 3 diatas bahwa yang boleh dimurabahkan itu adalah 

barang sedangkan disini adalah uang untuk kepentingan pribadi sehingga hal ini 

menjadi tidak sahnya akad atau perjanjian. Akad awal murabahah yang dilakukan 

pihak BMT MUDA sudah tidak sah dalam perjanjiannya sebab tidak sesuai rukun 

dan syaratnya, seharusnya pihak BMT Lebih memperhatikan pembiayaan yang 

dilakukan nasabah agar tidak terjadi perbedaan antara teori dan aplikasinya 

karena perbedaan ini sangat berpengaruh terhadap sahnya akad dan akan bisa 

menjadi batalnya akad sehingga obyek yang dijadikan Mura@bah~ah akan sangat 

berpengaruh terhadap sahnya akad. 

                                                           
10

 Wahbah az-Zuhaili,  Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, 358. 


